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BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi, perlu membentuk Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
4624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi
Irigasi;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

32/PRT/M/2007 tentang Pedoman  Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
33/PRT/M /2007 tentang Pedoman Pemberdayaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun
2017 tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
IRIGASI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju
Utara.

3. Menteri adalah Menteri yang membidangi Irigasi.

4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1)

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan
air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi
irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi
pompa, dan irigasi tambak.

Komisi Irigasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi
Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Mamuju Utara.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari
satu jaringan irigasi.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier
yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan
pelengkapnya.

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
Irigasi.

Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat
P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi
wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak
tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani
pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya
disingkat GP3A adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai
Air di Kabupaten Mamuju Utara.

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disingkat
IP3A adalah Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air di
Kabupaten Mamuju Utara.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat

Kelembagaan pengelolaan Irigasi selanjutnya disingkat KPI
meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
irigasi, Komisi irigasi, dan P3A.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi
operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di
daerah irigasi.

Pengurus Kelembagaan Pengelolaan Irigasi selanjutnya
disingkat Pengurus KPI adalah unsur pimpinan KPI, yang terdiri
atas Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Wakil sekretaris, dan
Ketua-Ketua Bidang.

BAB II
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

Kelembagaan pengelolaan irigasi Kabupaten, meliputi:

a. SKPD yang membidangi irigasi;



b. Komisi Irigasi Kabupaten; dan
c. P3A.

(2) SKPD yang membidangi irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
Sumber Daya Air;

b. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
Pertanian; dan

c. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Penyelenggaraan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat melibatkan unsur SKPD terkait lainnya.

(4) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi:

a. P3A;

b. GP3A; dan

c. IP3A.
BAB III
TUGAS

Bagian Kesatu
SKPD yang Membidangi Irigasi

Pasal 3

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
mempunyai tugas:

a. mempersiapkan rancangan kebijakan Kabupaten dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah
Kabupaten;

b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai
kebijakan  Kabupaten dalam  pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan
Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi;

d. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah
Kabupaten;

e. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan
pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi dalam wilayah Kabupaten;



mendorong  partisipasi masyarakat petani dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
sistem irigasi pada daerah irigasi;

merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi sistem
irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang
luasnya kurang dari 1000 ha;

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan
dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;

mendorong  partisipasi masyarakat petani dalam
perencanaan dan  pelaksanaan  kegiatan  operasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari
1000 ha;

merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi
dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;

melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan
pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;

menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan
pengusahaan air tanah bagi irigasi yang diambil dari
cekungan air tanah;

. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas
pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan
sekunder yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas
pelaksanaan  kegiatan operasi, pemeliharaan dan
rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

menyediakan dan memberikan bantuan teknis kepada
masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi yang menjadi tanggungjawab masyarakat
petani atas  permintaannya  berdasarkan = prinsip
kemandirian;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi
bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada
masyarakat petani di wilayah Kabupaten;

meningkatkan penerapan teknologi tepat guna bidang
irigasi di wilayah Kabupaten;

memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan teknologi di bidang irigasi di wilayah
Kabupaten;

memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan
teknologi dalam bidang irigasi di wilayah Kabupaten;



u.

menyiapkan dan melaksanakan pembentukan Komisi
Irigasi Kabupaten;

menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk
pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan
dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran
irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam
daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah
Kabupaten.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
mempunyai tugas:

a.

memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan
kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten;

memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana
Tata Tanam Tahunan di daerah-daerah irigasi yang
menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

memberikan dukungan aspek pertanian dalam upaya
pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah
irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

memberikan bimbingan pengembangan jaringan irigasi;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan
jaringan irigasi;

memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber
air dan air irigasi;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan
teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani di
wilayah Kabupaten;

memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam
pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi
Kabupaten;

memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam fasilitasi
penyelesaian  sengketa dalam  pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi;

memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam
pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem
irigasi sekunder dan primer di daerah irigasi yang menjadi
wewenang Pemerintah Kabupaten;

menyediakan dan  memberikan bantuan = kepada
masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi di tingkat usahatani di daerah-daerah irigasi
yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

memberikan bantuan teknis pertanian kepada masyarakat
petani dalam rangka pemberdayaan P3A;



m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan

dan pembinaan pemberdayaan P3A di wilayah Kabupaten;
dan

mendorong /memfasilitasi pembentukan dan revitalisasi
P3A/GP3A/IP3A disetiap Daerah Irigasi dengan melibatkan
perempuan minimal 15% dalam kepengurusannya.

Keanggotaan dan kepengurusan P3A/GP3A/IP3A wajib
mengakomodir keterwakilan perempuan

(3) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
mempunyai tugas:

a.

melaksanakan koordinasi untuk sinkronisasi rencana
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah
irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
ke dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten;

memberi dukungan dalam perumusan kebijakan dan
penyusunan perencanaan program dalam pelaksanaan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah
yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian
bantuan untuk masyarakat petani di wilayah Kabupaten;

memberikan dukungan aspek perencanaan pada
pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi
Kabupaten;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis
pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(4) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
mempunyai tugas:

a.

menyatukan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam kebijakan
pembangunan daerah Kabupaten;

melaksanakan proses pengesahan kebijakan Kabupaten
dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

menyatukan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan
Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi ke dalam hasil monitoring dan evaluasi kebijakan
pembangunan daerah Kabupaten;

mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang
Pemerintah Kabupaten dengan program-program sektor
terkait lainnya;

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi,
pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang



Pemerintah Kabupaten dengan monitoring, evaluasi,
pengawasan dan pengendalian program-program sektor
terkait lainnya di Kabupaten,;

f. mengumpulkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
baik dana APBD maupun dana Pemerintah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten;

g. melaksanakan proses pengesahan pembentukan Komisi
Irigasi Kabupaten;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi
Kabupaten dengan wadah-wadah koordinasi lain yang
terkait; dan

i. melaksanakan proses penerbitan ijin pembangunan,
pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran
bangunan dan/atau saluran irigasi pada daerah irigasi
yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 4

(1) Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati
dalam hal:

a. merumuskan rencana kebijakan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi;

b. merumuskan rencana untuk mempertahankan dan
meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

merumuskan rencana kebutuhan pemberdayaan KPI;

d. merumuskan rencana kebutuhan dan pengembangan
kapasitas tenaga teknis (operasi dan pemeliharaan,
hidrologi, dan tenaga pendamping petani);

e. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian,
dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan
lainnya;

f. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan
oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan
data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi,
pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis
tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;

g. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi
jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana,
prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;

h. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan
aset irigasi;



i. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian
izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan
jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

j- memberikan masukan kepada Bupati mengenai penetapan
hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air
untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun
perseorangan;

k. membahas dan memberikan pertimbangan dalam
mengatasi permasalahan dan/atau sengketa tentang
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses
penyusunan peraturan daerah tentang irigasi;

m. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya
menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;

n. memberikan masukan atas pemutakhiran data areal irigasi
paling singkat 1 (satu) kali dalam setiap tahun;

o. memberikan pertimbangan atas rencana dan/atau
rekomendasi alih fungsi lahan beririgasi;

p. melakukan monitoring dan penilaian terhadap program
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

q- merekomendasikan prioritas alokasi dana pengembangan
dan pengelolaan irigasi;

r. melaporkan kepada Bupati hasil program, kegiatan, dan
progres, yang dilakukan selama 1 (satu) tahun;

s. melaksanakan upaya peningkatan pemberdayaan P3A
menuju P3A mandiri;

t. melaksanakan upaya peningkatan peranan perempuan
dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan

u. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi
terkait pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di
wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Petani Pemakai Air

Pasal 5

(1) P3A mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem
irigasi tersier;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;



i

memberi persetujuan pembangunan, pemaanfa’atan,
pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan
dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi trersier
berdasarkan pendekatan partisipatif;

berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui
pemikiran, pelaksanaan kegiatan, peningkatan dan operasi
pemeliharaan dan rehabilitasi;

berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan
jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material,
financial, dan tenaga kerja, dengan semangat kemitraan;

pembangunan jaringan irigasi tersier;

berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemauan dan
kemampuannya;

melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
tersier; dan

melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier.

(2) GP3A mempunyai tugas:

a.

mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi;

mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam
melaksanakan kerja sama antar P3A untuk pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi;

mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam
melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi sekunder; dan

membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada
satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi.

(3) IPBA mempunyai tugas:

a.

mengoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi;

mengoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam

melaksanakan  kerja sama antar GP3A untuk
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

mengoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam
melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi primer.

membahas dan menyelesaikan perselisihan antar GP3A
pada satu  daerah irigasi dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,
Ttd
H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu

pada tanggal 9 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTAl?A,

L// H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31



L.

II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor .... Tahun 2014
tentang Sistem Irigasi mengatur berbagai hal mengenai pengembangan dan
pengelolaan irigasi yang antara lain mengenai Komisi Irigasi. Ketentuan
tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10. Untuk memenuhi ketentuan
tersebut, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan mengenai tugas
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) dengan
mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan
pengembangan dan pengelolaan dengan memerhatikan kepentingan pemakai
air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara
selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh
kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi SKPD Kabupaten, perkumpulan
petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Peraturan Bupati ini dapat mewujudkan suatu Kelembagaan
Pengelolaan Irigasi sebagai lembaga koordinatif dan efektif untuk
pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan,
bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5



Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR ......



